
 

 

 

 

 

BUPATI DEMAK 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI DEMAK 

NOMOR  27 TAHUN 2020 

 

TENTANG 

 

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 32 TAHUN 2013 

TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK  

DAN PESTISIDA (KPPP) KABUPATEN DEMAK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI DEMAK, 

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan koordinasi 

pengawasan pupuk dan pestisida oleh Komisi Pengawasan 

Pupuk Dan Pestisida, telah diatur dalam Peraturan Menteri 

Pertanian Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2019 tentang 

Pengawasan Pestisida; 

b. bahwa dalam rangka mensinkronkan dan harmonisasi 

pengaturan mengenai pelaksanaan koordinasi pengawasan 

pupuk dan pestisida sesuai dengan Peraturan Menteri 

Pertanian Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang 

Pengawasan Pestisida, perlu mencabut Peraturan Bupati 

Demak Nomor 32 Tahun 2013 tentang pembentukan Komisi 

Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten Demak; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Demak               

Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pembentukan Komisi 

Pengawasan Pupuk Dan Pestisida (KPPP) Kabupaten Demak; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem 

Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3478); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                 

Nomor 5492); 

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014                

Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                       

Nomor 5512); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015                 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia            

Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5601); 

10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi 

Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6412); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang 

Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan 

Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 

Nomor 12); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang 

Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                    

Nomor 3373); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang 

Perlindungan Tanaman (lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3586); 

 

 



14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk 

Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4079); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017              

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

16. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang 

Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam 

Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang 

Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam 

Pengawasan 

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

15/M/DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan 

Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian; 

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan 

Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 1274); 

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

36/Permentan/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-

Organik; 

20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 tahun 2019 tentang 

Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan pembenah 

Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019             

Nomor 5); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak 

Tahun 2016 Nomor 5); 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 

BUPATI DEMAK NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG 

PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN 

PESTISIDA (KPPP) KABUPATEN DEMAK. 

 

 

Pasal 1 

Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2013 tentang 

Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida (KPPP) 

Kabupaten Demak (Berita daerah Kabupaten Demak Tahun 

2013 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 



Pasal 2 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam 

Berita Daerah Kabupaten Demak. 

 

 

Ditetapkan di Demak 

pada tanggal 22 April 2020 

 

BUPATI DEMAK, 

 

                    TTD 

 

                                                                           HM. NATSIR 

 

Diundangkan di Demak 

pada tanggal 23 April 2020 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK, 

 

TTD 

 

SINGGIH SETYONO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020 NOMOR 27 

 

 

NO JABATAN PARAF 

1 SEKDA  

2 ASISTEN I  

3 KABAG HUKUM  

4 KA DINPERTAN  


